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Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara 160-02-
18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PEMOHON (Partai GERINDRA),
sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI
a. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan
DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)
di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah
memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum
(Legal Standing) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan
Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas
diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Perselisinan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018),
yang menyatakan :

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah ;

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam ML&MM
yang telah memeroleh persei S¢ : de e im_da
MIM{ alau sebutm Iamnya daﬂ Partaf Palm'k yang bersangkutan

C ..dst..

(dipertebal dan digaris bawah oleh TERMOHON).

Bahwa berdasarkan ketentuan & guo, secara jelas terdapat 2 (dua)
subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya
2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan
kepentingan peserta pemilu.

2.  Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu
Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK
2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan
berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan
Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki
kedudukan hukum (/egal/ standing) mengajukan permohonan & quo.
Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik
memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) mengajukan Permohonan
PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau
DPRD?



Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018)
pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya
pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan
kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai
politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari
penyalahgunaan kewenangan /ncasu baik terhadap partai maupun para
anggotanya;

Bahwa mohon perhatian, dalam perkara @ guo PEMOHON selaku Partai
Politik Gerindra mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara
yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan
kursi keanggotaan Calon Anggota DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
antara Calon Nomor Urut 2 atas nama Ny. BAIQ FATMAH dengan
Calon Nomor Urut 3 atas nama MUHAMMAD NASIB, SP., yang
keduanya merupakan calon dari Partai PEMOHON, dimana berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban
guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari
penyalahgunaan wewenang;

Bahwa dengan keberpihakan PEMOHON kepada salah satu anggotanya
incasu Calon a.n Ny. BAIQ FATMAH, bagaimana mungkin PEMOHON
dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya
tersebut. Terlebih lagi, tindakan PEMOHON yang menimbulkan
ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya
tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya
penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (in casuv Calon
Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan
kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang
berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat
keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan
bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi
keanggotaan DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya
sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa
perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini
PEMOHON selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota
DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki /ega/ standing sebagai
pihak dalam perkara a quo;

Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi PEMOHON
dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam



perkara a quo, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak
dapat diterima (Met Ont Vakeljjke Verkiaard).

DALAM POKOK PERMOHONAN

. Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu
yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula
dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok
permohonan ini;

. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan
PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh
TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib
membuktikan (burden of proof/bewijsiaast);

@ Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalii PEMOHON yang
berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang
didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang
bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan
perolehan hasil;

a Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-
daliil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan
dengan TERMOHON;

- Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih perolehan suara untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil 6 menurut
TERMOHON adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2.1.1.1 DAPILG6

TABEL1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

NO. Nama Calon Anggota DPRD PN Faiun S T—
TERMOHON PEMOHON
2. BAIQ FATMAH 3.099 3.361
3. | MUHAMMAD NASIB, SP 3.276 3.050

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut
TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara PEMOHON (/7 casu calon atas
nama Ny. Baiq Fatmah) di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 262



dan penambahan calon atas nama M. Nasib, SP sebesar 262 adalah
tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan DB1-DPRD
Kabupaten Lombok Tengah dan DA1-DPRD Kabupaten Lombok
Tengah perolehan suara PEMOHON sebesar 3.099 dan perolehan

suara M. Nasib sebesar 3.27 (Vide ; Bukti Surat T-003 dan T-
-LOMBOK TENGAH- NDRA-160-02-18);

Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam permohoan a guo halaman
6 sampai dengan halaman 8 yang mendalilkan seolah-olah telah
terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil
Penghitungan Perolehan suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan
Lombok Tengah 6 yang meliputi : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 8, TPS 9,
TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa
Peresak Kecamatan Batukliang adalah dalil yang mengada-ada.
Merupakan fakta hukum :

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA

DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN TPS

NAMA CALON
NO | Ko URAHANTTPS BAIQ | MUHAMMAD ALAT W
FATMAH NASIB, SP.
1 Kecamatan Batukliang
a. | Desa Peresak
1) TPS 01 2 150 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
2) TPS 02 4 87 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
3) TPS 03 0 95 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
4) TPS 08 31 100 C1 Hologram + DAA1-DPRD
Kab/Kota
5) TPS 09 1 156 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
6) TPS 11 0 118 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
7 TPS 16 4 71 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
8) TPS 17 1 71 C1 Hologram + DAA1-DPRD
Kab/Kota
9) TPS 19 2 106 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
10) TPS 20 13 181 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
11) TPS 21 1 209 C1 Plano+C1 Hologram+DAA1




NAMA CALON

No | KECAMATAN/DESA/KE
LURAHAN/TPS BAIQ MUHAMMAD LA BT
FATMAH NASIB, SP.
12) TPS 22 3 197 C1 Hologram + DAA1-DPRD |
Kab/Kota

(Vide : Bukti Surat T-007 + T-008 +T-005-LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18)

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas,
Permohonan PEMOHON untuk meminta TERMOHON Komisi
Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan ulang pada semua
TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah
sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16,
TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak,
Kecamatan Batuk Liang, Lombok tengah itu tidak berdasar sehingga
beralasan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai
di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-
batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk
menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah
dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul
01.46 WIB (Vide : Bukti Surat T-001-LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18)
diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM
Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK

TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi TERMOHON;



DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia
Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang
Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang hasil pemilihan
umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok
Tengah 6;

3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten Lombok Tengah di Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6 yang

benar adalah :
PEROLEHAN
NO NAMA CALON SUARA MENURUT
TERMOHON
1 | BAIQ FATMAH 3.099
2. | MUHAMAD NASIB, SP. 3.276
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
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